NOMOR 3 11

P ot

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGEAT IX SATATIGA
NCGMOR 5 TAHUN 1988

TEENTANG

SERI D No,10

PENYIDIK PEGAVAI NEGERI SIPIL DI LIBGXUNGAN PEMERINTAH -
KOTANADYA DAERAH TINGKAT IT SALATIGA
.. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG HAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAE TINCRAT II SALATIGA

Menizbang 3 a, behwa untuk kepentingan penyelenggaraan
Pemerintahan secara lebdh berdaya guna

dan berhesil guna, maka dipandang perlu
pengatur lebih lanjut polaksanaan Pasal
43 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun
1974 3 ,
be bahwa sehubungan dengan hal tersebut ,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah ten-
. tang Penyldik Pegaval Negeri Sipdl di -
Iinglamgan Pemerintah Eotamadya De
Tingkat II Salatiga, :

Hengingat t 1, Undang Undang Nozmor § Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Deerahj

2o Undang Undang Nomwor 17 Tahwn 1950 ten~
tang Penbentulan Daerahedacrah Kota Ke-
cil Dalam Idngkungan Prepinsi Java Ti-
mur, Java Tengah dan Jawa Barat j

3, Undang Undang Homezr 8 Talum 1974 ten-
tang Pokok=pokok Kepegawaian 3
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4e Undang Undang Nomor 8 Tahum 1981 ten=-
tang Hukum Acara Pidana 3

5¢ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang
Huam Acara Pidana g

6e Peraturan Menterl Kehakiman Komor M-05.
,07,03 Talun 1984 tentang Petunjuk Pg

. laksanasn Pengusulan Pengangkatan dan
Penberhentian Penyldik Pegawal Negeri
Sipdl

7o Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.
P 07,03 Tahum 1984 tentang  VWewenang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil 3

8, Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 23
Talm 1986 tontang Ketentuan Umum Henge
nal Penyldik Pegawal Negeri Sipil di-
Iinglamgan Pemerintah Daerah,

Dengan porsetujuan Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
paersh Tingkat II Salatiga ,

MEHUTUSKAK 3

Menetapian ¢ PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SALATIGA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGE
RI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMA~
DYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 3

8. Walikotamadya Kepala Deerah ialsh Walikotemadya Kepals Dag
rah Tingkat II Salatiga 3

be Penyidik ialsh Penyldik Pegawai Negeri Sipdl di Iingiumgan

: = Penexrintah geccccce
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%, Wtah Kotapadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimg
- dimaksud dalan Keputusan Menterl Kehakiman Republik Ip
donesia NomoT H,04=P¥,07,03 Talum 1984 jo. Pasal 6 ayat

(1) hmbendnngUndnngHonoraTalnmwm 3
i Penyldik Umm ialsh Penyidik Polisi Negara Republikx Indo-
“pesina 3

& Penyldikan ialah serangkaian tindakan Penyldik dalax bal
dan penurut cara yang dlatur dalam Peraturan Daersh ini
mtuk mencari serta mengumpulkan buktd yang dengan bukti
1tu membuat terang tentang tindak pldana yang terjedi dsn
guma penemukan tersangkanyae

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2
 penylddk berkedudulan d1 bavah dan bertanggung jawab xopeda
;u;]jkotamadya Kepala Deerals

P o Pasal 3

bertugas melakukan penyldiken atas pelangger Pera -
turan Daerah Kotamadya Daerah Tinglkat II Salatiga yang memu-
at sanksl ]ﬂ-dl_lmo :

Pasal 4 -

(1) Penyidik mempunysl wewerang 3

2, menerima laporan atau pengaduan darl seormng tentang
‘adanya tindak pidana 3 s

b. melakukan tindakan pertama pada sast itu dl tempat Xg
jadian dan melakikan pemerlksaen j

c. menyuruh berhentl seorang tersangka dan nemeriksa tan
da pengenal dirl tersangka j ;

d, melakukan penyitasn benda dan atau surat

- 0o mengambil sidik jard dan monotret sesecrang j

fe lemwl esccscoece
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¢ popanggil orang wntuk didengar dan diperiksa sebagal ter-

. ** gangka atau saksl 3 :

P penda tangkmorang ahli yang diperlukan dalanm hubungannya
dengan peneriksaan perkara j

mengadakan penghentian penylaiksn setelah mendapat petun-

juk darl Penyldik Umm bahva tidak terdapat cukup buktd

atau peristiva tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

gelanjutnya melalul penyldik Umm pemberitahukan hal ter-
gebut kepada Pemmtut Umm ,tersangia atau keluarganya j

h,engadakanundaknnhinnenuruthukmyungdnpatdipm‘-
tanggung Jawabkan, -

he

(2) Penyldik membuat Berita Acara tentang $

s, pemeriksaan tersangka j

b, pemasuken rumah §

¢ penyltaan benda

d, pemoriksaan surat j

e, pemerdksaan saksl 3

¢, pemeriksann ditempat kejadian,

(3) Berita Acata tersobut dikirimian kepada Penyldik Umum,

() Dalan melakukan tugasnya Penyldik tidak berwenang melakukan
penangkapan dan/atau penahanan,

BAB IIX
SYARAT « SYARAT

Passl 5

yirat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Penyidik 3

Pegaved Megeri Sipdl baik Pegawal Negeri Sipil Daersh atau Pg
gaval Negerl Sipil Pusat yang diperbantukan, t serepn
dah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I ( golemgan II/b ) 3
Berpendidikan serendah-rendehnya Sekolah Menengah Tingkst A -
tas dan berpengalamsn sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada
bidang teknis operasional atau berpendidikan khusus di bidang

penyidikan atau bidang teknis operasional g S e
; : . : Ce _Mt&l' ..‘..4.0.



.

paftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP.3 ) Pegavai
¢ Jogerd Sipil yang diusullan untuk selama 2 ( dva ) tahum
harus terisi dengan nilai baik 3

. ‘.smtjaamnidanrddmniyangdjmtahndengmketmng
‘nDd!tarc : 2

BAB IV ! ;
PENUNJUKAN, PENGANGKATAN, HUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 6

; ) ¥alikotamadya Kepala Daerah berwenang menunjuk dan mengy
gulkan napa-nempa calon Penyidik,

; (2) yalikotamadya Kepala Daerah mengirimkan daftar nama sebg

1 dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Menteri Keha~

Kman melalul Menterl Dalam Negerl dengan tembusan surat

kxepada 3 el

a.pln(epah Kepolizian Republik Indonesia Up, Direktorat
Reserse Kepolisian Republik Indonesia 3

b, Kejaksaan Agung Up, Direktorat Pra Penumtutan,

Pamal 7

(1) Pengangkatan Penyldik dilakuzn oleh Henterl Xehakdman ,
berdasarkan usul yang disaspaikan oleh ¥alikotamadya Ke-
pala Daerah yang bersangkutan, ;

B{2) Henteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jemdral

penberiken pertinbangan atas usul pengangkatan dimaksud
ayat (1) Pasal 4ni,

Pagal &

Eetiap nutasl, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari
haval Negerd Sipdl yang bersangkutan, olsh Walikotamadya Kg

ala Daerah diberitahukan kepeda Henteri Kehalkiman melalwd
aterd Dalan Negerl tentang adanya mutasi tersebut mma dia-
an perubahan pada surat Keputusan Pengangkatannya,

Paral 9 eeccccccse
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Pagel 9

penberhentian Penyldik diusulkan oleh Walikotamadya Kepala °
paersh kepada Menteri Dalaz Jegeri wmtuk diusulkan Xepada Mep
: o

ter K

SAB V

TATA KERJA
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik wajib mengadakan kg
crdinasi dan bekerja sama dengan s terkait,

(2) Tugas penyidikan dimeksud ayat (1) Pasal ini dilakuken
berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ketentuan-ketentuan

. perumdange-undangan yang ‘ber]ak\_x lainnya,
Pazal 11
(1) Penyldik wajib membuat laporan tentang hasil penyidiken

dan tindak lanjuinya sampal penyelezaian di Pengadilan Ng
gerie :

(2) Iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, di..
sampaikan kepada Walikotamadya Kopala Daerah untuk dite =
ruskan kepada Gubernur Xepala Daerah Tingkat I Jawa Teng-

- ah,
BAB VI
PEMBINAAX
Pasal 12

Pentdnaan Penyidik dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ~ -
bekerja sam dengan Instansi penegak hulkwm,

BAB VII
PEMNBIAYAAR
e



o dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
fanggel 3 2 Apuae 1900
josor 3 18843/184/1988,
\o. SEKRETARIS WILAYAH/DAFRAH TINGRAT I
JAWA TEKGAH
Kepala Biro Huam,

: Capo ttd, _

Re ABDOEL MOECHNI, SH
- NIP, 500037588

dalam Lembaren Deerah
Dati II Salatiga
Hosar 11 Tenggal 1 Oktober 1068
Seri D Nos 10e

S:KRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
Cap. ttd.

Dreg MULATT O,
NIP, 010 046 351




PENJELZSAN ATAS

' PEAATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SALATIGA
& NOMOR % TAHUH 1988

TENTEANG

IK PEGAVAT NEGERT SIPIL DI LINGKUNGAN PEMZRINTAH
KOTAMADYA DERAH TINGKAT II SALATIGA

LPHIJEIASRNIMUH:

Dalam rangka meningkatken tertidb hulam di Wilayah Ko
tavadya Daersh Tingkat II Salatiga untuk memnmjeng kelan -
caran pembengunan terutaga dalam upaya penegakan hukum )
( 1av Enforcement ) dipandang perlu mengatur pedoman pemu
j;ﬁmndanpeuhiman?myidikyangbertugunghkuhnpmyj_
dikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah,

Iandasan hukum bagl Penyldik selama ini adaleh Hor -
gene Inlandsch Reglement ( HIR ) atau Reglemen Indonesia
Yeng Diperbaharpt { RIB ), Akan tetapd dengan berlakunya
- Undang Undang Homor 8 Tahum 1981 tentang Hukum Acara Pida-

pa ( KUHAP ) jo, Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 1983
® itentang Pelaksansan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

. gerta Peraturan-peraturan pelsksanaan lainnya, maka wews -
nang dan kedudukan Penyidik terssbut perlu disesuaikan,

Sejalan dengan ketontuan Pasal 43 ayat (2) Undang Up

Yomor 5 Tahwm 1974 ten Pokak-pokok Pemerintahan
di Daorah, diberikan wewenang kepeda Walikotamadya Kepala
Deereh untuk memmjuk Penyidik berdasarksn Peraturan Das - -

_ reh,
8, PEVEL ASAY PASAL DEMI PASAL 3

Fasal 1 huruf & t Cukup jelas, A
huruf b t Yang dimsksud d Penyidik P
gaval Negeri Sipil ialsh Pejabet .
BEs s Pegawai Negeri Sipil tertentu
Y el - : vndang-mdang ecvee
= : L5



huruf ¢ dan
huruf d

msal 2 dan 3
nsal 4 ayat (1)

wocl 4 ayab 52‘- s/d
ayat (4

meal 58/d 9
weal 10

asrl 11
asel 12

wsal 13 s/d 16

indang-undang untuk mslakukan po-

 nyldiken terhadsp pelenggaran Pep

aturan Daerah yang memmat senksi
pldunae
Cukup jelas,

Cukup jelas,

Nalaz aclaksanakan tugas, Penyldlk
Pogawal Negerl Sipdl berwenang se—
bagaimana tersebut pada huruf a
s/d 1 Pasal inl namun terbatas pa-
da pelanggaran ketentuan Peraturan
Daerah yang memuat sanksi pidena,

Cukup jelas,

Cukup jelas,

Termesu mextrvat Eerite Acara c£9 =
sual dengan Keputusan Menteri Xehg
kiman Nomor M.04~FW,07,03 ‘Tahun
1984,

vukup jelas,

Yarg dimaksud dengan pembinaan da-
1am hal ini meliputi keglatan pe =
ningkatan mutu Penyidik melalul
pondidikan dan latihan,

Cuxup jeles,
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